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NOMOR : 329 TAHUN 2010

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

:a. bahwa rincian tugas pokok dan fungsi Bagian Keuandan Bagian

Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kota Bantklah ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahd@8 2tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisdsi Sakretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ratalung;

. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Batmlung Nomor 13

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan DietalBandung Nomor
13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunani€agiaDinas Daerah
Kota Bandung, di mana didalamnya telah dibentukaBifPengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, maka bekd@msamanat Pasal
26 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun7 2@dtang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerala Bandung

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaetahB&andung Nomor
13 Tahun 2009, Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Urdiagas dan Tata Kerja
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pedurdebih lanjut oleh

Walikota Bandung;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaleach huruf b,

perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tenfaimmgian Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja DinaggBlelaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bandung;

Mengingat ...
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Mengingat

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokolkp#&lepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N&gnbahun 1999;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Niepte;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembantaDaerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ni2ribahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentamgb&ean Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Bandung denigahupaten Daerah
Tingkat 1l Bandung;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeRdaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gan Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Da@ralvinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentargani»asi Perangkat
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@®8ang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdigogan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@dfang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 188&farig Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat |l Bandung;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 266&rg Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 266farig Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 20&marg
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Banhdung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaetahB&oadung Nomor
13 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 280tng Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahbir20085;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 280&rng Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Talbgr220Q.3;

16. Peraturan ...



Menetapkan

16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 20@¢atg Tata Cara
Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersamgaytsan Walikota,

dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINIAN TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyagkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotduBan

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyaglisi SKPD adalah

m

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Petaéribaerah.

7. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asgab#&ota Bandung.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuradgn Aset Daerah
Kota Bandung.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjudisyagkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahB&oi@ung.

10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajibaahddatam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapdai di@ngan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yarigubyengan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

11.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhaatd&egyang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelgpetanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

12. Pemegang ...



12.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah &dalikota yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelakggakeseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjudispagkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan BDg&taPKD) yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD edimdiak sebagai
Bendahara Umum Daerabh.

14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkdd Bdalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BendahateriDaerah.

15.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnyagiiai SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan ydarta diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disin§kd¥l adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggawasé&k pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengelD&A-SKPD.

17.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnsiagat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna aagfiaiasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengelUdPA-SKPD
kepada pihak ketiga.

18. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merasakdu proses yang
berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/baxian yang
mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendaliaelalmn audit dan
evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakemgelolaan
keuangan daerah sesuai dengan rencana dan pemadmiadang-undangan;

19.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik hdagaag tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fuatsais Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakaiakama pemanfaatan,
bangun guna serah dan bangun serah guna dengkmtetegubah status
kepemilikan.

20.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah otetk bhin dalam jangka
waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

21.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkatT Uilalah unsur
pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawabeitanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

22. Kelompok ...



22.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegegeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh ojabgte/ang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengaesprgh dalam rangka
mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas.

BAB Il
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA
KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 2

(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, memgat
merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordiaasikdan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaamisan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi gas pembantuan di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sedeagan
kewenangannya.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dichglegia ayat (2),
Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, epeldharaan,
pemberdayaan aset dan akuntansi;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayamam di bidang
anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset ddaresku

c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran, noderaan,
pemberdayaan aset dan akuntansi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota esedengan tugas
dan fungsinya; dan

e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiBiaas.

(4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai iiterik
a. menyusun rencana program Dinas berdasarkan kebijakaum

daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi ...



. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakadl&dgmwahan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan adarjpan berjalan
lancar;

. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara baekan
reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;

. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional adengara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencanamrogasaran
ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yangimak

. merumuskan kebijakan daerah di bidang anggaramepédaharaan,
pemberdayaan aset dan akuntansi sebagai bahamapeEmétebijakan
oleh pimpinan;

memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikankgaeiaan
kebijakan anggaran, perbendaharaan, pemberdayaah den
akuntansi sesuai rencana kegiatan;

. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksapanataan
organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitages daya
aparatur pengelola keuangan daerah kota;

. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksapenetapan
Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaaangan daerah;
menyelenggarakan  monitoring dan pembinaan pelaksana
perencanaan anggaran penanganan urusan pemeriktahan
menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksapenetapan
Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahan APBD;

. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksapanetapan
kebijakan pengelolaan dan pengawasan investasisiraerah;
menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksafesilitasi
pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota;

. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksapenetapan
kebijakan pengelolaan dan pengawasan Badan Usalila Ddierah
(BUMD) dan lembaga keuangan mikro kota;

. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksapenetapan
kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daesaita Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD);

0. menyelenggarakan ...



. menyelenggarakan  monitoring dan pembinaan pelaksana
pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligesiakl, serta
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

. menyelenggarakan  monitoring dan pembinaan pelaksana
pengelolaan data dasar penghitungan alokasi Dankagil Umum
(DAU);

. menyelenggarakan  monitoring dan pembinaan pelaksana
pengelolaan dan pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU);
Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksangulan
program dan kegiatan kota untuk didanai dari Datakasi Khusus
(DAK);

. menyelenggarakan  monitoring dan pembinaan pelaksana
pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK);

menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksap@nyiapan
data realisasi penerima Dana Bagi Hasil,

. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksapenetapan
kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansiggbeiaan
keuangan daerah;

. menyelenggarakan  monitoring dan pembinaan pelaksana
penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawsdaksanaan
APBD;

. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksapenetapan
kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaleakganaan
pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggmmngb
bersama;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

. menyusun Laporan pelaksanaan kebijakan di bidangggbelaan
keuangan dan aset daerah sebagai bahan pertarmgahgp kepada
atasan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dpegatah atasan.

Bagian ...



Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris.

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakamgsebtugas Kepala
Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, memgkasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan @dalayanan
kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum #apegawaian,
pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaamnigan serta
pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dichgdesia ayat (2),
Sekretaris mempunyai fungsi,

a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program relacana
Dinas;

b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelapegst&n Dinas;

c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelaya
administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputhiagstrasi umum
dan kepegawaian, program dan keuangan;

d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tiuggs- Bidang;
dan

e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dtaqgi
kesekretariatan.

(4) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

a. menyusun program dan rencana kerja kesekretariagadasarkan
kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksaugas;

b. menyusun rumusan kebijakan administratif kesekegtar Dinas;

c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasiagejodgan
umum dan kepegawaian;

d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan progemoama kerja,
pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

e. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasiagelotaman

keuangan;

f. menyelenggarakan ...



()

(1)

(@)

3)

f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaanogaententasian
peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpastakprotokol
dan hubungan masyarakat;

g. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dastapem
Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinergdnsi Pemerintah
(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKRaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) danrmiaso
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas;

h. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional,;

I. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan akabij
kesekretariatan;

j. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneFatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

k. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pekdksatugas
kesekretariatan sebagai bahan pertanggung javkaipacla atasan.

I.  melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tuga pan fungsinya
dan melaporkan hasilnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagairdamaksud pada

ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris, membawahkan :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan dan Program.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 4

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorepala

Subbagian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyais tygpkok

melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris [ing#tministrasi umum

dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbzda ayat (2),

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunygsiun

a. penyusunan rencana dan program lingkup administirasm dan
kepegawaian;

b. pengelolaan ...
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b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pesigah naskah
dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraaméktanggaan
Dinas, dan pengelolaan perlengkapan;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliegiatan,
penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, pemyi@pghan
usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawdan
kesejahteraan pegawai; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporakdipgdministrasi
umum dan kepegawaian.

(4) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegavealalah sebagai
berikut :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidangmurdan
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana dan program Kkerja operasional ateegi
administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

c. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan peEsnbin
dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Dinas;

d. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pegirsurat -
surat, naskah dinas dan pengelolaan dokument#siksarsipan;

e. menyiapkan bahan dan pemeriksaan penulisan tatamdmas;

f. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-tapss;

g. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamketentiban
dan kebersihan kantor;

h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkunkgamor,
gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;

i. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kedntsérana dan
prasarana perlengkapan Dinas;

].  melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistimbisi@ntarisasi
dan pencatatan perlengkapan Dinas;

k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendotasiaa
peraturan perundang-undangan;

I. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanam d
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

m. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan fornaasintutasi
pegawai;

n. menyusun ...
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n. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepeégawang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiuartlk pegawai,
karis/karsu, taspen, askes, hukuman disiplin dammbpean
penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai

0. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikutidigéwn/
pelatihan struktural, teknis dan fungsional sejianudinas;

p. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawadan
pengembangan karier serta disiplin pegawai;

g. menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasiygedan cuti
pegawai;

r. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan admsiisaftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftardépangkatan
(DUK);

s. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakamlangiadministrasi
umum dan kepegawaian;

t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporaskpahaan tugas;
dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengangbidgas dan

fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Program

Pasal 5

Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Bgondepala
Subbagian.

Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempungas typokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lnddauangan dan
program.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimadeal ayat (2),
Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunygsifu

a. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rekeaaagan dan

program kegiatan Dinas;

b. pelaksanaan ...
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b. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kega;Di

c. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis @pedasi
pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidang pemrgelokeuangan
dan aset daerabh;

d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan péahearn program
dan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan detrdasrah;

e. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunamratap
pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Dinas;

f. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunaapgpeh
pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan diandi
pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporankdipgkegiatan
Subbagian Keuangan dan Program.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Progdatah sebagai

berikut :

menyusun program dan rencana kerja di bidang anogsebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan dataisiam snformasi

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,;

melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan dan pemngikasian

penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;

. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pm@man rencana

strategis Dinas;

menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kessul

pelaksanaan penyusunan program;

melaksanakan fasilitasi pengkoordinasian dan pemars Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Ramygaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyebagg

Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas;

melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan penguswancangan

peraturan perundang-undangan di bidang pengel&mzangan dan aset

daerah;

h. menganalisa ...
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h. menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangggaran
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

I. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakabidang
administrasi program;

j. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeHatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaagran dan
kegiatan Dinas;

|. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan pmman laporan
pelaksanaan program, kegiatan, kebijakan dan urpsamerintah di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakpanaan tugas;
dan

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpsesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Anggaran
Pasal 6

(1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
(2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok maladsan
sebagian tugas Kepala Dinas yang menjadi kewenamjabidang
keuangan dan aset lingkup anggaran.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbada ayat (2),
Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan program lingkup anggaratapatan serta
anggaran belanja, pembiayaan dan investasi;
b. penyusunan petunjuk teknis opersional anggaran gpatan serta
anggaran belanja, pembiayaan dan investasi;
c. pelaksanaan lingkup anggaran pendapatan serta ranggalanja,
pembiayaan dan investasi; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kpatean lingkup
anggaran pendapatan serta anggaran belanja, pe@abiagan
investasi.
(4) Uraian ...
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(4) Uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah selbaggiut :

a. menyusun rencana dan progam di bidang anggaragagiedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan se#sngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang anggpendapatan serta
anggaran belanja, pembiayaan dan investasi sebagan rumusan
kebijakan;

d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaanitaring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup anggaeadapatan
serta anggaran belanja, pembiayaan dan investasigae bahan
rumusan kebijakan;

e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring e\sduasi serta
pelaporan pelaksanaan di bidang anggaran;

f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusarakabiBidang
Anggaran;

g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi datapp&an
pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjakejbada atasan;
dan

I. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan
fungsinya.

(5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagardanaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Anggaran, mevab&an :

a. Seksi Anggaran Pendapatan;

b. Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi.

Paragraf 1
Seksi Anggaran Pendapatan
Pasal 7

(1) Seksi Anggaran Pendapatan dipimpin oleh seoranglE&geksi.

(2) Kepala Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai tugakokpo
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Angdjagkup anggaran
pendapatan.

(3) Untuk ...
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(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbada ayat (2),

Kepala Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup aaggsndapatan;

b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk telkgiaip anggaran
pendapatan;

c. pelaksanaan lingkup anggaran pendapatan yang riiglgngelolaan,
perencanaan anggaran, serta penetapan dan per@rguamnan;dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup anggarashapatan.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Anggaran Pendapatanhadalbagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progana kierpidang
anggaran pendapatan sebagai pedoman pelaksanaan tug

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakggaran
pendapatan;

d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan;

e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan anggaran pendapatan;

f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangggyam
pendapatan;

g. melaksanakan pengelolaan perencanaan anggaraa, Egretapan
dan perubahan anggaran;

h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Anggaran Pendapatan oleh pimpinan;

I. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneRatah
Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakg@naan
program Seksi  Anggaran Pendapatan sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan
fungsinya.

Paragraf ...
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Paragraf 2
Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi

Pasal 8

(1) Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investpsngin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan tasiemempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepalan@idaggaran
lingkup anggaran belanja, pembiayaan dan investasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbada ayat (2),
Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan tasiesmempunyai
fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup lipgaoggaran
belanja, pembiayaan dan investasi;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaraania,
pembiayaan dan investasi; dan

c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup anggéelanija,
pembiayaan dan investasi.

(4) Uraian ugas Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pemémayan Investasi
adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progana kierpidang
anggaran belanja, pembiayaan dan investasi sebpgdoman
pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakggaran
belanja, pembiayaan dan investasi;

d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan anggaran belanja, pembiagaainestasi;

e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan belanja, pembiayaan dan investasi;

f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangggatam

belanja, pembiayaan dan investasi;

g. melaksanakan ...
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g. melaksanakan pengelolaan perencanaan anggarantageemedan
perubahan anggaran serta investasi daerah;

h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan tasie®leh
pimpinan;

i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakg@naan
program Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan darstasiesebagai
bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan

fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perbendaharaan

Pasal 9

(1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Képdkng.

(2) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pol@&ksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas yang menjadi kewenamjabidang
keuangan dan aset lingkup perbendaharaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbsda ayat (2),
Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program lingkup belanj&k tidagsung,
belanja langsung, pembiayaan dan manajemen kas;

b. penyusunan petunjuk teknis operasional belanjak tiGangsung,
belanja langsung, pembiayaan dan manajemen kas;

c. pelaksanaan Penatausahaan belanja tidak langseiagjablangsung,
pembiayaan dan manajemen kas; dan

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kpalsman
Penatausahaan belanja tidak langsung, belanjauaggpembiayaan
dan manajemen kas.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalalyaeberikut :

a. menyusun rencana dan program kerja di bidang peddbemaan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan ...
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b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan s#sngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang belamgjakt langsung,
belanja langsung serta pembiayaan dan manajemesekagai bahan
rumusan kebijakan;

d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaanitanog,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup beladgét langsung,
belanja langsung serta pembiayaan dan manajemesekagai bahan
rumusan kebijakan;

e. mengkaji dan mengoreksi identifikasi program pedadraraan
sebagai bahan perumusan kebijakan;

f. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring eladuasi serta
pelaporan pelaksanaan di bidang perbendaharaan;

g. melaksanakan Penatausahaan untuk mendukung pelaksamgas
Bidang Perbendaharaan;

h. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan akabij
perbendaharaan;

i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan unijake8KPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untukrgedean dan
sinkronisasi pelaksanaan program;

j. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi darelappran
pelaksanaan program Bidang Perbendaharaan sebagfaan b
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan
fungsinya.

(5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagardanaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perbendaharesmbawahkan :

a. Seksi Belanja Tidak Langsung;

b. Seksi Belanja Langsung;

c. Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas.

Paragraf ...
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Paragraf 1
Seksi Belanja Tidak Langsung
Pasal 10

(1) Seksi Belanja Tidak langsung dipimpin oleh seonéegala Seksi.

(2) Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugpeskok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbmadah lingkup

belanja tidak langsung.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtada ayat (2),

Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai fungs

a.

d.

penyusunan program dan rencana Kkerja lingkup [@elaigak
langsung;

penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk tekglaup belanja
tidak langsung;

pelaksanaan Penatausahaan belanja tidak langstiguti belanja
pegawai, SP2D Belanja Tidak Terduga, SP2D Belangtian
Sosial, dan Hibah dan Belanja Subsidi; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bet@aja langsung.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Belanja Tidak Langsunglafd sebagai
berikut :

a.

menyusun rencana kerja operasional dan prograna kirjpidang
belanja tidak langsung sebagai pedoman pelaksdangas;
menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan seésngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;
memeriksa Kelengkapan Dokumen SPM sebagai dasaeriptm
SP2D Belanja Tidak Langsung;
menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil Rsialidan
Penerbitan SP2D belanja tidak langsung;
menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan belanja tidak langsung;
membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Belanja Tidak Langsung oleh pimpinan;
melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPERmerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

h. melaksanakan ...
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melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakggnaan

program Seksi Belanja Tidak Langsung sebagai bahan

pertanggungjawaban kepada atasan; dan
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan

fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Belanja Langsung
Pasal 11

(1) Seksi Belanja Langsung dipimpin oleh seorang Kefalksi.

(2) Kepala Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas pokelkaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan lirigkapja langsung.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbsda ayat (2),

Kepala Seksi Belanja Langsung mempunyai fungsi :

a.
b.
C.

d.

penyusunan program dan rencana kerja lingkup keelangsung;
penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belamgdang;
pelaksanaan Penatausahaan belanja langsung ydipmtm8P2D
belanja pegawai, SP2D Belanja Barang/Jasa dan SB&Bnja
Modal; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup belamgsung.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Belanja Langsung ad&laagai berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan prograp Kerbidang
belanja langsung sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan se#sngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

memeriksa kelengkapan dokumen sebagai dasar pemer8P2D
belanja langsung;

menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peusntdan
evaluasi pelaksanaan belanja langsung;

menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan belanja langsung;

melaksanakan penatausahaan Belanja Langsung dabuakelaporan
realisasi penerbitan SP2D;

g. menganalisa ...
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menganalisa data untuk bahan kajian pengembandanjddidak

langsung;

. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kehijakaum di

bidang Seksi Belanja Langsung oleh pimpinan;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPERmerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakg@naan
program Seksi Belanja Langsung sebagai bahan geguagjawaban
kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan

fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas
Pasal 12

(1) Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas dipimpin olelnasg Kepala
Seksi.
(2) Kepala Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas memptuyas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perbmadah lingkup

pembiayaan dan manajemen kas.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbsda ayat (1),

Kepala Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas mempiumgsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup psaaudn dan

d.

manajemen kas;

penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembiayatan

manajemen kas;

pelaksanaan Penatausahaan pembiayaan dan mamdaemgang
meliputi SP2D pembiayaan dan laporan PenerimaarPdageluaran
Kas Daerah; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendmaydan

manajemen kas.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pembiayaan dan Manajeikeen adalah

sebagai berikut :

a. menyusun ...
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a. menyusun rencana teknis operasional dan prograp Kerbidang
pembiayaan dan manajemen kas sebagai pedomangrelakstugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memerikasa kelengkapan dokumen sebagai dasarbganeSP2D
pembiayaan dan manajemen kas;

d. melaksanakan Penatausahaan Belanja Pembiayaan aaajekhen
Kas;

e. menyusun, menyiapkan dan menyampaikan laporaralisasi
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

f. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan pembiayaan dan manajemen kas;

g. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangabigygan dan
manajemen kas;

h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas olehinamp

i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPERmerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

J. melaksanakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanammapr Seksi
Pembiayaan dan Manajemen Kas sebagai bahan partegyggaban
kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan

fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Aset
Pasal 13

(1) Bidang Pemberdayaan Aset dipimpin oleh seorang ldégidang.

(2) Kepala Bidang Pemberdayaan Aset mempunyai tugas okpok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yanqdidkgwenangan di
bidang keuangan dan aset lingkup pemberdayaan aset.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbsda ayat (2),
Kepala Bidang Pemberdayaan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan ...
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penyusunan rencana dan program lingkup sertifikamitasi dan
dokumentasi, pemanfaatan aset serta pengamanampet@mganan
sengketa;

penyusunan petunjuk teknis opersional sertifikagiutasi dan
dokumentasi, pemanfaatan aset serta pengamanampet@mganan
sengketa;

pelaksanaan lingkup sertifikasi, mutasi dan dokuasnpemanfaatan
aset serta pengamanan dan penanganan sengketa; dan
pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kpataan lingkup
sertifikasi, mutasi dan dokumentasi, pemanfaataret aserta

pengamanan dan penanganan sengketa.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Aset adalzdmgai berikut :

a.

menyusun rencana dan progam kerja di bidang pemyead aset
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengkoordinasi penyelenggaraan pengelolaan baralhlgy daerah
yang ada dimasing-masing SKPD;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan seésngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang sertdfikamutasi, dan
dokumentasi, pemanfaatan aset daerah serta pengamdan
penanganan sengketa sebagai bahan rumusan kebijakan
mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaanitaring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sesifikmutasi, dan
dokumentasi, pemanfaatan aset daerah serta pengamdan
penanganan sengketa sebagai bahan rumusan kebijakan
mengkaji dan mengoreksi identifikasi program perdagaan aset
sebagai bahan perumusan kebijakan;

mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring eladuasi serta
pelaporan pelaksanaan di bidang pemberdayaan aset;
melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung peks tugas
Bidang Pemberdayaan Aset;

membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan akaabij

pemberdayaan aset;

J. melakukan ...
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j. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPERmerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi darelappran
pelaksanaan program Bidang Pemberdayaan Aset sebaban
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

I. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan
fungsinya.

(5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagamiamaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaat Wwwembawahkan :
a. Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi;

b. Seksi Pemanfaatan Aset;

c. Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa.

Paragraf 1
Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi
Pasal 14

(1) Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi dipimplah seorang Kepala
Seksi.

(2) Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasimpenyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidandpgreiayaan Aset
lingkup sertifikasi, mutasi dan dokumentasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtada ayat (2),
Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasmpenyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup i&asif mutasi dan
dokumentasi;

b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk tekngkup
sertifikasi, mutasi dan dokumentasi;

c. pelaksanaan lingkup sertifikasi, mutasi dan dokuasn yang
meliputi fasilitasi pembinaan penatausahaan asetentarisasi,
penyimpanan, pengadministrasian dan pemeliharadnnten aset,
penilaian untuk pemindahtanganan; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sextifikmutasi dan

dokumentasi.

(4) Uraian ...
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(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi daskiDnentasi adalah

sebagai berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan progana kkrjpidang
belanja sertifikasi, mutasi yang berkaitan denganambahan dan
pengurangan/penghapusan aset maupun pertukaran deset
dokumentasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan seésogan
rencana program yang telah ditetapkan agar prog@epat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

menyiapkan bahan rencana penyusunan inventarisasianalisa
kebutuhan dalam Daftar Kebutuhan Barang Milik Dagifi2aKBMD)
dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang ikMbaerah
(DKPBMD);

menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) semmstedan
tahunan;

melaksanakan inventarisasi dan analisa kebutuhan;
melaksanakan evaluasi serta pelaporan tgphadaministrasi
inventarisasi dan analisa kebutuhan;

memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijaldanjd
sertifikasi, mutasi yang berkaitan dengan penambatdan
pengurangan/penghapusan aset maupun pertukaran deet

dokumentasi;

. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan

evaluasi pelaksanaan belanja sertifikasi, mutasidd&kumentasi;
menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan belanja sertifikasi, mutasi dan doktesen

menganalisa data untuk bahan kajian pengembangdanjde
sertifikasi, mutasi dan dokumentasi;

melaksanakan pembinaan penatausahaan aset, pengestneatatan,
penyimpanan, pengadministrasian dan pemeliharaamukn aset;
membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di

bidang Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentashg@impinan;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPRmdpintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;

n. melaksanakan ...
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n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakg@naan
program belanja Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokuotasi sebagai
bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

0. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan

fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pemanfaatan Aset
Pasal 15

(1) Seksi Pemanfaatan Aset dipimpin oleh seorang Kepeaitai.

(2) Kepala Seksi Pemanfaatan Aset mempunyai tugas poleksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Asdiupngemanfaatan
aset.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtada ayat (2),
Kepala Seksi Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pexataf aset;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemaniaat;

c. pelaksanaan lingkup pemanfaatan aset yang melgmigkajian
pemanfaatan aset/barang milik daerah berupa tanah/atdu
bangunan, pelaksanaan pengurusan pemanfaatanaeaeg/bmilik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan dengasese@amenyewa,
pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guah gan bangun
serah guna, administrasi proses tuntutan gantj segta penyediaan
informasi dan penilaian untuk pemanfaatan sertaakgahaan
publikasi aset yang akan didayagunakan; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pentanfaaet.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Aset adekstyai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progana kierpidang
belanja pemanfaatan aset sebagai pedoman pelakdagas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan s#sngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakaanbaatan
aset;

d. menyusun ...
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d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan pemanfaatan aset;

e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan pemanfaatan aset;

f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangaranbaatan
aset/barang milik daerah berupa tanah dan/atawbang

g. melaksanakan pemanfaatan aset/barang milik daerapdtanah dan
atau bangunan dengan cara sewa menyewa, pinjaa, fEngun
guna serah dan bangun serah guna;

h. melaksanakan pengadministrasian proses tuntutanrggn

i. melaksanakan penyediaan informasi dan pelaksanalalikgsi aset
yang akan didayagunakan;

j. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Pemanfaatan Aset oleh pimpinan;

k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPRmdpintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

I. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakganaan
program Seksi Pemanfaatan Aset sebagai bahan ggutagjawaban
kepada atasan; dan

m. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan

fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa
Pasal 16

(1) Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa dipirtghin seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengkefaunyamtugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidandétdayaan Aset
lingkup pengamanan dan penanganan sengketa.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtada ayat (2),

Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengkepunyam fungsi :

a. penyusunan ...
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a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pesgam dan
penanganan sengketa;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengamadan
penanganan sengketa;

c. pelaksanaan lingkup pengamanan dan panangengketa yang
meliputi aset/barang milik daerah berupanah dan/atau bangunan
dengan cara sewa menyewa, pinjam pakai, kerjapamanfaatan,
bangun guna serah dan bangun serah gumainiattasi proses
tuntutan ganti rugi;

d. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian; dan

e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup psogan dan

penanganan sengketa.
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengamanan dan Penan§angketa adalah
sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progana kierpidang
belanja pengamanan dan penanganan sengketa sqieEd@nan
pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijaagamanan
dan penanganan sengketa;

d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peoantdan
evaluasi pelaksanaan pengamanan dan penangan&etseng

e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan pengamanan dan penanganan sengketa;

f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangejampanan dan
penanganan sengketa;

g. melaksanakan penanganan aset/barang milik daerapatanah dan

atau bangunan dengan cara sewa menyewa, pinjam paka

i. melaksanakan ...
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h. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkaitmdalangka
pemanfaatan bangun guna serah dan bangun sergh guna

i. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kehijakaum di
bidang Pengamanan dan Penanganan Sengketa olahamp

J. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPERmerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakgenaan
program Seksi Pengamanan dan Penanganan Sendbagmiseahan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

I. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan

fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Akuntansi
Pasal 17

(1) Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bglan
(2) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok nszlakkan
sebagian tugas Kepala Dinas lingkup akuntansi.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbsda ayat (2),
Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan program lingkup akuntamslgpatan dan
pembiayaan, akuntansi belanja serta pencatatapedaporan;
b. penyusunan petunjuk teknis operasional akuntansdggatan dan
pembiayaan, akuntansi belanja serta pencatatapedaporan;
c. pelaksanaan lingkup akuntansi pendapatan dan pgaaniaakuntansi
belanja serta pencatatan dan pelaporan; dan
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan, lingkumtaalsi
pendapatan dan pembiayaan, akuntansi belanja pemtzatatan dan
pelaporan.
(4) Uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah seldzayéut :
a. menyusun rencana dan program kerja di bidang aksinpgmerintah
daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan ...
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b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan s#sngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahgan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencangprdgram
sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja elaamgai bahan
penilaian kinerja bawahan;

d. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang akuntpesidapatan dan
pembiayaan, akuntansi belanja serta pencatatapelaporan sebagai
bahan rumusan kebijakan;

e. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaanitaring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup akurgandapatan dan
pembiayaan, akuntansi belanja serta pencatatapelaporan sebagai
bahan rumusan kebijakan;

f. mengkaji dan mengoreksi identifikasi program akositasebagai
bahan perumusan kebijakan;

g. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring elaaduasi serta
pelaporan pelaksanaan di bidang akuntansi;

h. melaksanakan penatausahaan persuratan di bidamgaaki untuk
mendukung pelaksanaan tugas bidang akuntansi;

i. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusaakabgkuntansi;

j. melakukan hubungan kerja fungsional dengan unijakeBKPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat unttérpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program;

k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi darelappran
pelaksanaan program akuntansi sebagai bahan pgutagigwaban
kepada atasan; dan

I. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan
fungsinya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagalimeaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Akuntansi manwdhkan :

a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;

b. Seksi Akuntansi Belanja;

c. Seksi Pencatatan dan Pelaporan.

Paragraf ...
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Paragraf 1
Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan
Pasal 18

(1) Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan dipirofgh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaampumyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala BidangtARsi lingkup
akuntansi pendapatan dan pembiayaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtada ayat (2),
Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaampuomgai  fungsi :
a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup akunpemslapatan

dan pembiayaan;

b. penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk tekgisip akuntansi
pendapatan dan pembiayaan;

c. pelaksanaan lingkup akuntansi pendapatan dan pgaaayang
meliputi sistem dan prosedur akuntansi pendapaganpeémbiayaan,
penyusunan laporan keuangan pemerintah  daerah
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup akumandapatan dan
pembiayaan.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Akuntansi PendapatarPderbiayaan :

a. menyusun rencana teknis operasional dan program Kerbidang
belanja akuntansi pendapatan dan pembiayaan selpagiman
pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan s#sngan
rencana program Yyang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahgan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencangprdgram
sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja elaamgai bahan
penilaian kinerja bawahan;

d. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakamtaisi

Pendapatan dan Pembiayaan;

€. menyusun ...

dan
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e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peosntdan
evaluasi pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan &gaahi

f. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;

g. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangamtauisi
Pendapatan dan Pembiayaan;

h. menyusun sistem dan prosedur akuntansi pendapatan
pembiayaan;

i. melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi petapdan
pembiayaan, menyusun laporan keuangan pemerintahaldadan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

J. melaksanakan pembinaan dalam menyusun laporan d@uatan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di
bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan olgbirpam

I. melaksanakan penatausahaan persuratan pada seksipptan dan
pembiayaan;

m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPERmdpintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakgenaan
program Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiaydmygai bahan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

0. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan
fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Akuntansi Belanja
Pasal 19

(1) Seksi Akuntansi Belanja dipimpin oleh seorang Kef&eksi.

(2) Kepala Seksi Akuntansi Belanja mempunyai tugas kakelaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Akuntansi lingkup tdasi belanja.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbsda ayat (1),
Kepala Seksi Akuntansi Belanja mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup akurialasja;

b. penyusunan ...



d.

33

penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup akuntaglainja;
pelaksanaan lingkup akuntansi belanja yang meligigiem dan
prosedur akuntansi belanja, penyusunan laporamgangpemerintah
daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; da

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup akurielaja.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Akuntansi Belanja adsddiagai berikut :

a.

menyusun rencana teknis operasional dan prograja #ebidang
akuntansi belanja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sdsougan
rencana program yang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bavesmagan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan aerdzam
program sebagai bahan untuk penyempurnaan hagid ldan
sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;

memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakamaasi
belanja;

menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peosantdan
evaluasi pelaksanaan akuntansi belanja;

menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kassul
pelaksanaan akuntansi belanja;

menganalisa data untuk bahan kajian pengembangantaaisi
belanja;

menyusun sistem dan prosedur akuntansi belanja;
melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi belamgayusun
laporan keuangan pemerintah daerah dan pertangyuaiggn
pelaksanaan APBD;

melaksanakan pembinaan dalam penyusunan laporamdeu dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kehijakaum di
bidang Seksi Akuntansi Belanja oleh pimpinan;

melaksanakan tata usaha umum pada seksi belanja;
melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPBme®fintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;

n. melaksanakan ...
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n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelapordakg@naan
program Seksi Akuntansi Belanja sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

0. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai deagas pokok dan

fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pencatatan dan Pelaporan
Pasal 20

(1) Seksi Pencatatan dan Pelaporan dipimpin oleh sgd&tepala Seksi

(2) Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan mempunyas tympkok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Akuntdimgjkup
pencatatan dan pelaporan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbsda ayat (2),

Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan mempunygsifun

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penoatatan
pelaporan;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencatiarpelaporan;

c. pelaksanaan lingkup pencatatan dan pelaporan yeiguti sistem
dan prosedur akuntansi aset, akuntansi ekuitas, dinatansi selain
kas, administrasi pinjaman daerah, penyusunan dap&euangan
pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawabéakspeaan
APBD; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peacatain pelaporan.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pencatatan dan Pelapadlalah sebagai
berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progana kierpidang
pencatatan dan pelaporan sebagai pedoman pelakdagas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan s#sngan
rencana program yang telah ditetapkan agar progdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahgan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencangprdgram
sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja elaamgai bahan
penilaian kinerja bawahan;

d. memeriksa ...
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d. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakeratatan dan
pelaporan;

e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil peosntdan
evaluasi pelaksanaan pencatatan dan pelaporandauyan

f. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kassul
pelaksanaan pencatatan dan pelaporan;

g. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangarataéan dan
pelaporan;

h. menyusun sistem dan prosedur pencatatan dan patapor

i. melaksanakan sistem dan prosedur pencatatan daepopah,
administrasi pinjaman daerah, menyusun laporan nrgarma
pemerintah daerah, dan pertanggungjawaban pekédsaxPBD;

j. melaksanakan pembinaan dalam menyusun laporan deauatan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakam lingkup
Pencatatan dan Pelaporan oleh pimpinan;

I. melaksanakan penatausahaan persuratan pada seksigian dan
pelaporan;

m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPRmdpintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporalakg@naan
program Seksi Pencatatan dan Pelaporan sebagai n baha
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

0. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengas pokok dan

fungsinya.
BAB Il
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas mempunygastumembantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugass Ddeadasarkan
keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuaigate peraturan
perudang-undangan

(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seoraegaga fungsional

senior yang ditunjuk dan ditetapkan Keputusan Kepahas.

BAB ...
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BAB IV
TATA KERJA
Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, |[Képiaas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kep#dPTD dan

Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan iprinordinasi,

integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungaasimg-masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, sestansi lain di luar Dinas,
sesuai dengan tugas pokok.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasiabannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengatahigkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundaaigagan.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jamamimpin dan

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan mekabebimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikati cthematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masingnmnyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuagarosasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagdiarbauntuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberietunjuk kepada
bawahan.

Dalam penyampaikan laporan masing-masing kepadsargtaembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organis@si yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuamnisesgi dibawahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawalaaimg-masing,

wajib mengadakan rapat berkala.

BAB ...
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlakukarngetentuan Pasal 42,
Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasalad@l #3 dan Pasal 49
Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008&tgnUraian Tugas
Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekrefa@tah dan Sekretariat
DPRD Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tak@®8 Nomor 19)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahg@rundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannyard@&arita Daerah Kota
Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2010
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 19



